LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

LD. 17 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN GARUT HASIL KONSOLIDASI
9 (SEMBILAN) PD. BPR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian
daerah dan peningkatan pelayanan terhadap
kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan
penataan kelembagaan perbankan sebagai salah
satu perusahaan milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam wupaya penyehatan, penguatan
permodalan, peningkatan daya saing, efisiensi
lembaga PD. BPR agar mampu meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya
pengusaha kecil, maka perlu adanya penggabungan
atau konsolidasi terhadap 9 (sembilan) PD. BPR;
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Mengingat

. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank
Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Garut
Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan ¢

di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357);
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5.

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4420);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi
Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3831);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3840);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan
Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006
tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor
32/52/Kep/Gub tentang Persyaratan dan Tata Cara
Merger dan Akuisisi Bank;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.
BPR) KABUPATEN GARUT HASIL KONSOLIDASI
9 (SEMBILAN) PD. BPR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Garut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah
Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat PD. BPR Garut adalah
bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Garut melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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